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W A L I K O T A  S U R A K A R T A  

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

NOMOR 5 A  TAWN 80II 

TENTANG 

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPLIK BERSUBSIDI 
UNTUK SEKTOR PERTANIAN D I  WILAYAH KOTA SURAKARTA 

TAHUN ANGGARAN 2011 

WAUKOTA SURAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan 
harga yang wajar sampai pada tingkat petani, perlu 
memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk 
Peraturan Watikota tentang Alokasi dan Harga 
Eceran Tertinggi (HET) Pu puk Bersu bsidi untu k 
Sektor Pertanian di Kota Surakarta Tahun Anggaran 
2011. 

Mengingat : I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 
86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daera h Istimewa Yogya karta (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

3. Undang-Undang IVomor 12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman (Lem baran IVegara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Repl-~blik Indonesia 
Nomor 3478); 

4. Llndang-Undang Nomor 8 Tah1.m 1999 tentang 
Perlindungan Konsl- men (Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Ta h1.m 1999 Nomor 42, 
Tarr~bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 382 1); 



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentl-~kan Peratwan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia IVomor 4389); 

6. Llndang-Llndang IVomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repl-~bli k 
Indonesia Tah~ln 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republi k Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Perat~~ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Ka b~.~paten/Kota (Lem baran 
Negara Repl-~blik Indonesia Tah1.m 2007 Nomor 82, 
Tam bahan Lembaran IVegara Repl-~blik Indonesia 
Nomor 4737); 

9. Peraturan Presiden IVomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peratwan Per[-~ndang-undangan; 

10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 

11 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat 
Daera h Kota Sura karta (Lem baran Daera h Kota 
Surakarta Tahun 2008 Nomor 6); 

Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
12/M.DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 



Perdagangan Nonior 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang 
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bers~~bsidi untuk 
Sektor Pertanian; 

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor OG/Permentan/ 
SR. 130/2/2011 tentang Kebutu han dan Harga 
Eceran Tertinggi (HIT) Pupuk Bers~~bsidi untuk 
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 201 1; 

3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) Pupuk Bersubsidi ~lntuk Sektor Pertanian di 
Provinsi Jawa Tengah Tah~ln Anggaran 2011; 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TElVTAlVG ALOKASI DAN HARGA 
ECERAN TERTLIVGGI (HET) PLIPUK f3ERSUBS:tDI LINTLIK 
SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SURAKARTA TAHLIN 
ANGGARAN 201 1. 

BAB I 

KFrElVTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerali adalah Kota Surakarta 
2. Walikota adalah Walikota Surakarta 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintah Daerah. 
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan 

unsur hara bagi keperluan tanaman secara langs~lng atau tidak langsung. 
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan 

atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau sel~lruhnya terdiri dari 

bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui 
proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk 
mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 

6. Pemupukan berimbang adalah pemberian p u p ~ ~ k  bagi tanaman sesuai dengan 
status hara tanah dan kebutuhan tanaman ~-~ntuk mencapai produktivitas yang 
optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007. 

7. Pupuk bersubsidi adalah PUPL I~  yang pengadaan dan penyalurannya 
ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertingi (HE-T) yang ditetapkan ditingkat 
penyalur resmi Lini IV. 

8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat H I3  adalah harga pupuk 
bers~~bsidi di I-ini IV (di kios penyalur PI-IPLI~ di tingkat DesaJKecamatan) yang 
dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 



9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman 
pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan 
atau udang. 

10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang rnengusahakan lahan 
milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanarnan pangan atau hortikultura. 

11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang rnengusahakan 
lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat. 

12.Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan 
lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak. 

13.Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia 
yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau 
udang . 

14. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta 
perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petro 
Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk 
Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, Pupuk 
SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan Pupuk Organik di dalam negeri. 

15. PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk 
Sriwijaya Palembang, PT Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. 
Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda. 

16.Penyalur di Lini I11 adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri 
Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk 
Sektor Pertanian 

17. Penyalur Lini I V  adalah Penyalur Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri 
Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk 
Sektor Pertanian 

18.Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan 
kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk beke jasama 
meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam 
mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau 
kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 

19.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK 
adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun 
kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, 
pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani 
dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 

20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah 
wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang 
dibentuk Walikota untuk tingkat Kota. 

BAB I1 

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 2 

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya 
ikan atau udang yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap 
musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang 
seluas-luasnya 1 (satu) hektar. 



BAB I11 

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 3 

(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan 
berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi pupuk 
bersubsidi Kota Surakarta Tahun Anggaran 201 1. 

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih 
laqjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagainiana 
tercantum dalam Larr~piran Peraturan Walikota i r~ i  dan merupakan bagian 
tidak terpisa hkan. 

Pasal 4 

(1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah di Kota Surakarta, akan 
dipenuhi melalui realokasi antar wilayah kecamatan. 

(2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota Surakarta ditetapkan lebih 
lanjut oleh Kepala Dinas Pertar~ian Kota Surakarta. 

Pasal 5 

(1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kota Surakarta pada bulan 
berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Daerah, produsen 
dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi 
bulan berikutnya atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melebihi 
alokasi dalam 1 (satu) tahun. 

(2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan Kota Surakarta pada 
bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kota Surakarta, 
produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari 
alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepaqjang tidak 
melebil-~i alokasi dalam 1 (satu) tahun. 

BAB I V  

PENYALURAN DAN HET 

Pasal 6 

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pupuk Urea, 
SP-36, ZA, NPK, dan pupuk orgal-~ik yang diadakan oleh produsen. 

Pasal 7 

Kemasan pupuk bersubsidi sebagainiana dimaksud dalam Pasal 6 harus diberi 
label tarr~bahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilanglterhapus 
yang bertuliskan: 



' Pupuk Bersudsidi Pemerintah " 

Barang Dalam Pengawasan 

Pasal 8 

( 1  Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HIT. 

(2) H IT  Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut : 
a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- / kg; 
b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- / kg; 
C. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- / kg; 
d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- / kg; 
e. Pupuk Organik = Rp. 500,- / kg. 

(3) H IT  pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ~ ~ n t u k  
petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di penyalur Lini IV 
secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : 
a. Pupuk Urea = 50 kg; 
b. Pupuk SP - 36 = 50 kg; 
c. Pupuk ZA = 50 kg; 
d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg; 
e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg. 

Pasal 9 

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, distributor dan penyalur di 
lini IV wajib menjan-~in ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, 
pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah 
ditetapkan. 

(2) Untuk menjan-~in ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
perlu dilakukan ,fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi 
dengan KP3 Kota Surakarta, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya 
telah melebi hi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4. 

Pasal 10 

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 



BAB V 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal 11 

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk 
bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan 
harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 

Pasal 12 

KP3 Kota Surakarta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 
penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya 

Pasal 13 

KP3 Kota Surakarta wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan 
pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota. 

BAB VI 

KErENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

(1) Hal-ha1 yang belum diatur dalam Peraturan Walikota, sepanjang mengenai 
tekr~is pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas 
Pertanian Kota Surakarta sesuai dengan tugasnya. 

(2) Alokasi Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kota 
Surakarta dalam Peraturan Walikota i r~ i  dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 
2011. 

Pasal 15 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang merlgetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

Ditetapkan di Surakxta 
pada tanggal 30 APRIL 2 O l l  

4WALIKOTA SURAKARTA, 



Diundangkanhsurakarta 
pada tanggal 2 ME\ 1 

I BUD1 SUHARTO 

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 201 1 NOMOR 3% 



l AWt YAN 
I1AN JARSARI 
JI HRES 
JUMLAH - .- 

Luas 
Areal 
(ha) 
31 
56 
15 
102 

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 
NOMOR : 5 A  T~t-tUfl m\1 
TANGGAL : 3C2 N ~ \ L  8011 

KEBUTUHAN PUPUK OINAS PERTANIAN 
KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 

/ JUMLAH I 102 1 334 1 105 1 - - 1 4 0  1 2 0  ( - 1 2 0  1 20 1 3 0  ( - I - 1 2 0  1 3 0  1 

( JUMLAH [ 102 1 334 1 45 1 - - - 1 4 0  1 2 0  1 - ( 1 0  1 2 0  / 




